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PUSDATIN D2.2 D2 SESTAMA 

 

 

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

SALINAN 

 

 

 

 

KEPUTUSAN  

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

REPUBLIK INDONESIA 

 

NOMOR 171 TAHUN 2025 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 372 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM 

MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN 

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

  

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 48 

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Pasal 3 

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 

2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi 

SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, 

perlu menyusun pedoman dalam melaksanakan 

serangkaian proses manajemen keamanan informasi; 

b. bahwa untuk menjamin keamanan informasi di lingkungan 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 

perlu dilaksanakan manajemen keamanan informasi dalam 

rangka menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, 

keaslian dan kenirsangkalan (non-repudiation) sumber 
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daya terkait data dan informasi, infrastruktur SPBE, dan 

Aplikasi SPBE; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Nomor 372 tahun 2023 tentang Sistem Manajemen 

Keamanan Informasi di lingkungan Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;  

   

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144); 

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

3. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 

2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan 

Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 1375); 

4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 

2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi 

SPBE dan standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541); 

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 112); 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 372 TAHUN 2023 

TENTANG SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI DI 

LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH. 

   

KESATU 

 

 

 

: Lampiran dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 372 Tahun 2023 

tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Di 

Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

   

KEDUA : Ketentuan pelaksanaan Sistem Manajemen Keamanan 

Informasi (SMKI) dilakukan secara bertahap dan 

berkelanjutan, disesuaikan dengan tingkat kesiapan 

infrastruktur, tata kelola, sumber daya manusia, dan anggaran 

LKPP. 

   

KETIGA : Pelaksanaan SMKI sebagaimana dimaksud pada Diktum 

KETIGA dilakukan dengan mengacu pada Roadmap 

Implementasi SMKI LKPP yang akan disusun. Roadmap 

tersebut memuat tahapan pelaksanaan, target capaian, dan 

indikator keberhasilan setiap tahun sebagai dasar evaluasi dan 

perbaikan berkelanjutan dalam penerapan SMKI. 
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